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ABSTRACT

MOCH RIZKY MOHI. S2117008. THE ANALYSIS OF APPARATUS
PERFORMANCE AT THE TRANSPORTATION OFFICE OF GORONTALO
CITY

This study aims to find out and analyze apparatus performance at the
Transportation Office of Gorontalo City. The research method employs the
qualitative type. The data collection uses several forms consisting of open
interviews, observation, document analysis, and others. The result of the study
indicates that the apparatus performance at the Transportation Office of Gorontalo
City using indicators, namely productivity, service quality, and responsiveness, is
quite good even though it is still not optimal in terms of productivity.

Keywords: apparatus performance, transportation
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ABSTRAK

MOC. RIZKYMOHI.NIMS21 17 008. ANALISIS KINERJA PEGAWAI

PEGAWAI DIDINAS PERHUBUNGAN KOTA GORONTALO.

Penelitian bertujuanuntuk mengetahui analisis kinerja pegawai di Dinas Perhubungan

Kota Gorontalo. Dengan metodePenelitian menggunakan metode penelitiandengan

metode kualitatif, menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti

wawancara terbuka, observasi, serta analisis dokumen dan lainnya. Dengan hasil

penelitian analisis kinerja pegawai di DinasPerhubungan Kota Gorontalodengan

menggunakan indikator yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, secara

umum sudah cukup baik. Dari segi produktivitas masih belum maksimal.

Kata Kunci :Kinerja, Pegawai, Perhubungan
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

                                    
                                    
                                   

     
“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha

pemurah, Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada

manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-‘Alaq 1-5)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah yang maha kuasa, berkat dan
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diberikannya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-

orang tersayang.

Kupersemahkan cinta dan kasih sayangku kepada kedua orang tuaku, serta

keluarga besar tercinta dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu
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yang tentunya telah banyak berbagi waktu dan ilmu dengan saya selama proses

perkuliahan.
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ketahap akhir.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, masyarakat menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan

tanggapan maupun kritiknya terhadap pemerintahan sebagai pelayan publik. Salah

satu bentuk kritik masyarakat mengenai kinerja birokrasi dalam penyediaan

pelayanan publik. Oleh sebab itu dalam pelayanan publik pemerintah perlu

menyelenggarakannya dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah perlu mengarahkan semua aktivitas organisasi layanan agar

mencapai hasil objektif meskipun kemampuan sumber daya perangkat pemerintah

masih sangat rendah. Kemampuan intelektual serta keterampilan teknis dapat di

tingkatkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus bertanggung jawab dan

berkomitmen untuk layanan yang berkelanjutan terbaik untuk meningkatkan layanan

publik kinerja organisasi yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap pelayanan

publik yang menghargai kepuasan pelanggan (masyarakat) Namun hingga saat ini,

birokrasi belum mampu menunjukkan kondisi kritis. Sejalan dengan harapan

masyarakat Performa layanan yang buruk menciptakan citra yang buruk,instasi

bahwa ada orang yang tidak puas untuk menceritakannya dengan rekan-rekannya Di

sisi lain, efisiensi lebih tinggi. Pelayanan yang diberikan akan menjadi nilai plus bagi

institusi dalam hal ini orang akan merasa puas dengan layanannya,instansisalah satu
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tantangan yang dihadapi pemerintahadalah bagaimana caranya mereka dapat

melakukan aktivitasnya secara efektif dan efisien karena hingga saat ini pemerintah

telah melayani masyarakat. Kinerja identik dengan struktur yang kompleks, penuh

dengan konspirasi, korupsi dan nepotisme dan tidak ada standar pasti mengenai hal

ini.

Banyak dari penyakit ini menjadi hambatan besar untuk wujudkan layanan

yang memuaskan masyarakat.Kepuasan merupakan kesan atau penilaian selama

kinerja seorang petugas.Penyedia layanan dengan harapan pelanggan Jika

pelayanannya efisien di bawah akseptasi, singkatnya, pelanggan tidak puas dengan

layanan yang diberikan sebaliknya, jika kinerja memenuhi seperti yang diharapkan,

pelanggan harus sangat puas.Layanan tersedia memberikan layanan publik terbaik

dengan sengaja.Masyarakat di lembaga pemerintah harus mematuhi peraturan.Utama

dan langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya, Pelayanan publik harus

mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan. Warga oleh pejabat pemerintah, yang

akan mampu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan negara seperti dilakukan bayar pajak, ciptakan identitas, uji Kendaraan

bermotor dan lain-lain juga diatur oleh instansi pemerintah. Pemerintah dan swasta

itu harus mampu bersaing dengan sektor tersebut. Sektor swasta dalam melayani

masyarakat sebagian besar kemajuan organisasi ditentukan oleh kinerja Para Pegawai

dalam menjalankan tugasnya agar dapat berbanding lurus Kinerja layanan organisasi

atau departemen
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Semua organisasi pegawai pada umumnya diharapkan dapat melakukan

operasi tersebut.Bekerja secara produktif, efisien, efektif dan profesional. Bertujuan

agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas Dan pada saat yang

sama juga sangat kompetitif. Kebutuhan untuk mereformasi efisiensi sumber daya,

kualitas Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia N0 5 tahun 2014

tentang Pasal 12 Aparatur Sipil Negara, meliputi: pegawai ASN bertindak sebagai

perencana, operator dan Pengawas kinerja umum dan Pembangunan nasional melalui

pembuat kebijakan dan Pelayanan publik profesional bebas dari campur tangan

politik dan bersih dari korupsi, konspirasi dan favoritisme.

AturanASNberfokus pada efisiensi peningkatan pengembalian,pengembangan

produktivitas dan pemanfaatan potensi Kekhawatiran tentang aturan Kontribusi dan

prestasi aparatur merupakan kewenangan pemerintah.Artinya undang-undang ASN

adalah keputusan pemerintah.Agar aturan bisa diterapkan dengan baik.Instansi

pemerintah lainnya seperti di dinasperhubungan Menurut peran mereka, perangkat

sipil negara harus disediakan. Kinerja yang baik dalam peran sebagai perencana dan

operasi pemerintah umum dan pengawas pembangunan nasional melalui kepatuhan

kebijakan layanan publik professional

Undang-Undang Instrumen Sipil (ASN) untuk informasi lebih lanjut

Tingkatkan efisiensi pegawai Oleh karena itu, alat negara sipil Ini diperlukan untuk

kinerja yang baik dalam Memberikan layanan yang berkualitas dan prima, dimana

ASN merespon dan merespon dalam implementasinya dan Melayani masyarakat dan

bertanggung jawab Sesuai tugas dan tugas Untuk itu perlu adanya pelayanan kepada
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masyarakat. Dukungan dan komitmen, kejelasan layanan Menyediakan dan

keteraturan Badan Pemerintah Negara Bagian (ASN) layanan Layanan terbaik,

komunikasi, hukum dan peraturan Layanan terkait Ini menentukan tingkat kinerja

pegawai dan organisasi. Kemudian melakukan penilaian kinerja dalam

organisasi.Evaluasi kinerja Ini merupakan kegiatan yang sangat penting karena dapat

dimanfaatkan.Itu adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan

juga.Visi dan Misi.

Melakukan penilaian kinerja merupakan suatu upaya.Peningkatan kinerja

dapat dilakukan secara langsung dan sistematis.Sehingga organisasi dapat beroperasi

secara efektif dan efisien dan Menanggapi layanan masyarakat Penilaian kinerja juga

dapat digunakan untuk menemukan dan mengevaluasi.Jumlah layanan yang dapat

diberikan organisasi untuk memenuhi harapan dan kepuasan pengguna.Salah satu

layanan yang diberikan oleh pemerintah adalah Layanan pengujian otomotif Layanan

pengujian mobil Mesin tersebut untuk mengecek kondisi kendaraan yang sedang

berjalan.Oleh inspektur bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan mengemudi

atau tidak Atau tidak termasuk kelengkapan dokumen otomotif Apakah otoritas

transportasi Dari pemeriksaan fisik Kendaraan sangat penting untuk kelancaran

layanan.Pengujian kendaraan sendiri Tujuan dari layanan pengujian otomotif (PKB)

dimaksudkan untuk menjamin kendaraan bermotor itu Yang dilakukan di jalan sesuai

dengan spesifikasi teknis dan nilai di jalan. Serta tidak menimbulkan pencemaran

lingkungan untuk keperluan transportasi darat Yang sesuai dengan hak untuk berada

di jalan dan tertib Pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat atau
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lancar, dan Tertib / tertib memberikan kepercayaan lebih pada alat transportasi Bekas

dan sebagainya.

Aturan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya,

terutama di uji layanan Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota gorontalo,

Itu merupakan prosedur preventif Dinas Perhubungan kota Gorontalo. Jadikan

transportasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat Persepsi masyarakat tentang

hak dan kewajiban yang diterimanya Berbagai jenis layanan, termasuk sektor

transportasi Tantangan dan tanggung jawab besar bagi Departemen Perhubungan di

Ciptakan juga keterbukaan dan kenyamanan di bidang transportasi. Kemudahan

untuk mengakses informasi tentang transportasi melalui Media yang tersedia

Dari observasi hasil pengamatan peneliti bahwa pelayanan kinerja pegawai di

dinas perhubungan Kota Gorontalo seperti layanan pengujian otomotif masih

mengalami masalah antara lain: Sumber daya manusia masih kurang dalam hal

pengujian kendaraan, peralatan pengujian otomotif yang tidak lengkap, sumber daya

manusia yang ada tidak sesuai dengan disiplin sumber daya manusia. Dinas

Perhubungan tersebut kurang ketat dalam menerapkan prosedur. Pengujian

Kendaraan Bermotor serta masih ada orang yang ingin mempercepat proses

pengujian. Kendaraan tanpa melalui tahapan yang telah ditentukan sebelumnya Dari

fenomena jasa pengujian mobil Barang Bermotor di Kantor Angkutan Kota

Gorontalo menjadi salah satu tempat umum di mana penulis dapat meneliti Cari tahu

apakah tes kendaraan untuk kategori barang telah selesai, berjalan dengan baik dan

mampu memuaskan masyarakat terutama pengguna uji. Oleh karena itu, penelitian ini
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membahas masalah kinerja layanandengan judul "AnalisisKinerja pegawai di Dinas

Perhubungan Kota Gorontalo"

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka di maka penulis merumuskan permasalahan

mengenai Analisis kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dimana:

1. Bagaimana analisis kinerja pegawai di dinas perhubungan gorontalo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dimana :

1. Untuk mengetahui analisis kinerja pegawai di DinasPerhubunganKotaGorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaatpenelitian ini dimana:

1. Manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kontribusi untuk berbagai ulama atau mitra Memiliki kemampuan mencari

informasi atau memberikan referensi tentang kinerja Dinas Perhubungan.

2. Manfaat praktis diharapkan dalam penelitian ini. Informasi tentang orang yang

tertarik untuk menerima Kebijakan kinerja Dinas Perhubungan Kota Gorontalo

seperti pengujian otomotif
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata melakukan, yang artinya melakukan sesuatu atau

aktivitas dan memenuhi tanggung jawab sesuai dengan hasil yang

diharapkan.Pasolong (2008) dalam teori administrasi publik konsep efisiensi secara

umum dapat dilihat dari dua aspek tersebut adalah kinerja karyawan (individu) dan

kinerja organisasi. Hasil kinerja pegawai dari pekerjaan individu di Organisasi Pada

saat yang sama, efisiensi organisasi adalah hasil totalitas yang di capai dalam

organisasi menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (1997) dalam buku

tersebutAdministrasi Kinerja Pemerintah Daerah (Amins, 2012).

Efisiensi adalah tingkat keberhasilan kinerja.Dan kemampuan untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan Batasan ini berarti kinerjanya sudah dinyatakan baik. Dan

sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik Widodo (2006), dalam

Birokrasi Kepemimpinan.(Pasolong, 2008: 197) mengatakan pertunjukan itu

melakukannya. Aktivitas dan menyelesaikan tanggung jawab mereka Dia

menanggapi dengan hasil yang diharapkan.Sedangkan Ndraha (1997) mengatakan

akting adalah ekspresi hubungan. Populisme antara masyarakat dan pemerintah

Selanjutnya, kinerja menurut Rivai dan Basri (2005:50) merupakan hasil

keseluruhan seseorang dalam pelaksanaan tugasnya meliputi standar hasil kerjatarget

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati

bersama.



Selanjutnya Gibson (1990) dalam Pasolong (2008: 197),menatakan kinerja

seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan

pekerjaan. Dikatakan bahwapelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi dan

kemampuan birokrasi.Keban (1995), kinerja adalah merupakan tingkat

pencapaiantujuan. Sedangkan Timpe (1998), kinerja adalah prestasi kerja yang

ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil penelitianTimpe

menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk

mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi

social organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan

sebaliknya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan

bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan seseorang atau sekelompok

orang selama bekerja menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya yang dinilai untuk

jadikan sebagai landasan terwujudnya tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Gibson (2007:171) “kinerjaadalah keberhasilan dan kemampuan

melaksanakantugas,sesuai tujuanyangtelahditetapkan, baik dansuksesnya kinerja

apabila tercapainya tujuan dengan baik.” Sedangkan menurut (Soeprihanto, 2007:7)

“bahwakinerjapegawai adalah prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam

kurun waktuyang telah ditentukan denganberbagai alternatif sesuai standar , kriteria

dan targetditetapkan sebelumnyadandisepakatibersama.” Menurut Robbins (2002:)

“Kinerja pegawai adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas-tugasnya

sebagai suatu pekerjaan meliputi kemampuan intelektual,fisik,energy dan teknologi.”



Menurut Prawiroentono (2009:2) “Kinerjaadalah hasilkerja seorang individu

atau sekelompok orang yang bekerja dalam organisasi tertentu,

berdasarkanwewenang dantanggungjawabnya dalam upaya pencapaian tujuan secara

legal,taat hukum, bermoral atau beretika.” Menurut Hasibuan (2001:34), “bahwa

kinerjamerupakan hasilkerjayang dicapaiseseorang dalammelaksanakantugasyang

dibebankankepadanyaberdasarkan kecakapan, kesungguhan ,pengalaman dan

waktu.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapatdisimpulkan

bahwakinerjaadalah hasil kerja yang dicapai seseorang, dari

segikualitasdankuantitashasilkerja(output)seseorang atau sekelompok orang dalam

melakukan suatukegiatan,berdasarkan kemampuanyang dimilikinya

yaitukemampuanyang didapatmelalui prosesbelajarserta keinginan untuk berprestasi.

Kinerja diartikan sebagai hasilakhir dari suatu aktivitan yang dilakukan melalui

proses, bertujuanuntuk mewujudkan visi, misi,sasaran, tujuan, dari instansi yang

bersangkutan.

2.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sebuah

tujuan. Indikator ini berupa ukuran kuantitatif dan kualitatif dengan

mempertimbangkan indikator masukan (inputs) keluaran (outputs), hasil (outcomes),

manfaat (benefits), dan dampak (impacts)LAN-RI (1999) dalam Pasolong (2008:

202).



Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam buku Manajemen Kinerja (Wibowo,

2010: 102-104) mengemukakan tujuh indikator kinerja, yaitu:

1. Tujuan

Secara sederhana, tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan

mengandung makna sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Tidak berwujud

keingan ataupun persyaratan. Tetapi sebagai keadaan yang kedepan ingin

diwujudkan. Dengan adanya tujuan kita menjadi tahu arah yang akan ditujuan.

Tujuan berfungsi sebagai penentu arah langkah. Untuk mencapai tujuan

oerganisasi perlu adanya kerjasama dengan tim.

2. Standar

Standar digunakan untuk menentapkan tujuan yang diinginkan dapat dicapai.

Untuk mengukur sukses tidaknya perencanaan kita dapat kita dilihat dari

standar yang ditetapkan. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu

mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan

bawahan.Misalnya standar kesuskesan divisi pemasaran apabila banyak

peminat yang tertarik dan juga ingin membeli produk yang telah dipasarkan

misalnya dengan menetapkan maksimal produk terjual selama sebulan.

3. Umpan balik

Setelah ditetapkan tujuan => standar maka selanjutnya melihat umpan balik.

Ketiga aspek ini sangat berkaitan. Aktivitas umpan balik berupa laporan

kemajuan melalui masukan/kritikan terhadap kemajuan kinerja, standar kinerja



sehinggadapat dilihat apakah tujuan telah dicapai. Tujuan yang dapat diterima

oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan berganda.

T.R. Mitchell dalam Sedarmayanti (2007), mengemukakan bahwa kinerja

meliputi beberapa aspek:

1. Kualitas kerja (Quality of Work) yaitu kualitas pekerjaan yang dihasilkan dapat

memuaskan bagi penggunanya atau tidak, sehingga hal ini dijadikan sebagai

standar kerja.

2. Ketepatan waktu (Promptness) yaitu ketepatan bekerja yang diukur oleh tingkat

waktu, sehingga pegawai dituntut untuk bekerja cepat dalam mencapai

kepuasan dan peningkatan kerja,

3. Inisiatif (Initiative) yaitu setiap pegawai mampu menyelesaikan masalah

pekerjaannya sendiri agar tidak terjadi kemandulan dalam pekerjaan.

4. Kemampuan (Capability) yaitu kemampuan dalam melakukan pekerjaan

semaksimal mungkin.

Kumorotomo (1996) dalam buku Reformasi Birokrasi Publik (Dwiyanto,

2006: 52) menggunakan beberapa indicator kinerja untuk jadikan pedoman dalam

menilai kinerja birokrasi

Publik, antara lain:

1. Efisiensi mengenai keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba

dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang

berdasardari rasionalitas ekonomis.



2. Efektivitaserat kaitannya dengan rasionalitas teknis nilaimisitujuan organisasi

serta fungsi agen pembangunan.

4. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan oleh organisasi publik.

5. Daya tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh

perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya

tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan menyangkut hasil pekerjaankecepatan kerjayang dilakukan

sesuai dengan harapan masyarakat dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan

pekerjaan.Semntara kinerja organisasi publik diartikan sebagai hasil kerja dalam

melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat(pelanggan) atau pengguna jasa agar

tercapainya kepuasan dihubungkan dengan visi yang diemban suatu

organisasi.Kinerja dapat dipergunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara

berkala mengenai efektivitas operasional organisasibagian organisasi dan karyawan

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Kinerja pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan

(masyarakat), kualitas yang di dapat dari kinerja yang baik akan memberikan suatu

dorongan yang kuat dengan pada suatu instansi. Dalam jangka panjang, keadaan

seperti ini memungkinkan organisasi/instansi pemerintahan untuk memahami dengan

saksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka dengan demikian perusahaan

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.



Salah satu hal yang penting di lakukan dalam upaya mengevaluasi dan

membenahi sistem yang berjalan dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah

yaitu pengukuran kinerja.Hal tersebut dikarenakan oleh banyaknya keluhan

masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau instansi pemerintah

dan pada akhirnya dapat memperparah kondisi internal birokrasi. Karena itu,

pengukuran kinerja harus dilakukan oleh setiap organisasi atau instansi pemerintah

sebagai agenda yang tahunan Zeithhaml, Parasuraman, dan Berry (1990) dalam

Pasolong (2008: 205), mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik

dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan

pelayanan publik dapat dilihat dari aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti

tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan yang berupa

televisi, ruang tunggu yang bersih dan nyaman, penampilan aparat yang menarik di

mata pengguna jasa, seperti seragam, dan berbagai fasilitas kantor yang memudar

akses layanan bagi masyarakat. Levine et.al (1990) menyebutkan Lima indikator

untuk mengukur kinerja sektor publik (Nasucha, 2004: 25), yaitu:

1. Produktivitas/ukuran yang diharapkandari segi efisien dan efektivitas

2. Kualitas pelayanan ukuran kepuasan layanan yang diberikan

3. Responsivitas mengenai kemampuan organisasi mengenali kebutuhan

pasar/masyarakat dan menyeseuiakan dengan agenda/program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarkat

4. Responsibilitas berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuaidengan prinsip-

prinsip administrasi yang benar



5. Akuntabilitas berkaitan dengan ukuran kebijakan dan kegiatan organisasipublik

dapat di pertanggungjawaban

Dalam buku Indikator Kinerja Utama, ada tiga konsep yang dapat digunakan

mengukur kinerja organisasi publik (Moeheriono 2011: 162) yaitu:

a. Responsivitasmenggambarkan kemampuan organisasi untuk

memenuhikebutuhan masyarakat.

b. Responsibilitas berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

c. Akuntabilitas merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, biaserupa penilaian

dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

2.4. Kerangka Penelitian

Sedarmayanti (2010:198) mengatakan bahwa indikator kinerja merupakan

sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai

atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun

setelah kegiatan selesai.Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan dan

menunjukkan peningkatan kemampuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.Berdasarkan uraian pernyatan di atas mengenai standar penilaian

kerja penulis menggunakankriteria yang relevan dengan kinerja dimana analisis

kinerja di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.



Berdasarkan pemikiran di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini

dimana :

Gambar :1

Kerangka Pemikiran

ANALISIS KINERJA
PEGAWAI

KINERJA PEGAWAI

Pengukuran kinerja

1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas

Kepuasan Layanan



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian sosial merupakan penelitian yang dilakukan

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai aspeksosial sehingga dapat

berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat untuk dapat dipahami.Dalam

sebuah kegiatan penelitian, pendekatan sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti

memahami dan bahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.Adapun jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

kualitatif.Pendekatan ini mengkaji secara langsung hakikat hubungan antara peneliti

dengan informan. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat

mengetahui dan mendeskripsikan kenyataan dari fenomena yang diteliti sehingga

memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka

mengetahui kinerja pegawaidi dinasPerhubungan kota Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data

menggunakan beberapa bentuk sepertiwawancara terbukaobservasi serta analisis

dokumen dan lainnya. Setlah data ini terkumpul, kemudian dilakukan analisis data

dengan konsisten mempertahankan keaslian teks yang ada.Hal ini dilakukan karena

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang

partisipan, konteks sosial dan institusional.



3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan lakukan adalah penelitian kualitatif. Millan dan

Schumacher mengemukakan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan investigasi

karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung

dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.1

Peneliti berusaha untuk masuk dalam objek penelitian sehingga peneliti

bisa melihat dan memahami serta mendapatkan data yang akurat guna mengenai

subyek penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan data yang telah diterima,

menghimpun data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi pada salah satu instansi

pemerintahan di Kota Gorontalo yakni Dinas Perhubungan Kota.

3.2.1Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di salah satu kantor di Kota Gorontalo tepatnya

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo yang letaknya dijantung kota dengan posisi yang

sangat strategis berada dilingkungan perkantoran. Adapun alasan pemilihan lokasi ini

karena Dinas Perhubungan merupakan tempat dimana berlangsungnya pelayanan

pengujian kendaraan bermotor yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan

tersedianya data yang mendukung penelitian yang akan dilakukan.



3.2.3. Fokus Penelitian

Lebih memfokuskan pada penelitian ini, maka peneliti akan

memfokuskan pada informasi yang relevan dimana :

1. Produktivitas

Produktivitas/ukuran yang diharapkandari segi efisien dan efektivitas

2. Kualitas pelayanan berkenaan dengan ukuran kepuasan layanan yang

diberikan.

3. Responsivitas mengenai kemampuan organisasi mengenali kebutuhan

pasar/masyarakat dan menyeseuiakan dengan agenda/program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarkat.

3.2.4. Informan

Intrumen kunci pada penelitian kualitatif ini adalah informan itu sendiri.

Informan adalah orang yang berada dan dapat memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar penelitian.Pemilihan informan dalam penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih dengan

sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang diinginkan pada

penelitian.Dengan pertimbangan informan yang dipilih dianggap paling

mengetahui tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian atau biasa disebut

dengan key informant. Adapun Informan yang dipilih dalam penelitian ini,

yaitu :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.



4. Staf penguji kendaraan 2 orang

5. Masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor 2 orang

3.3 Sumber Data

Dalam hal penelitian data merupakan hal yang sangat urgen yang berguna

untuk memperoleh hasil penelitian. Lazimnya terdapat 2 jenis data pada sebuah

penelitian yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

peneliti/pengumpul. Data primer penulis dapatkan diperoleh secara

langsung dari lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo

dan di tempat-tempat yang relevan dengan penelitian ini.Data primer

diperoleh melalui wawancara langsung dengan dengan infromasi yang jelas.

2. Data Sekunder.

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber

sekunder dalam penelitian ini menggunakan berbagai dokumen, profil

sekolah serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian

misalnya berupa jurnal catatan lapanganarsip administrasifoto kegiatan

serta laporan yang berhubungan langsung dengan kinerja Dinas

Perhubungan kota Gorontalo. Datasekunder tersebut merupakan data-data

yang menyangkut prosedur pengujian kendaraan, jumlah kendaran yang di



uji, target pengujian, standar pelayanan pengujian, kendaraan yang

termasuk jenis angkutan barang, peraturan mengenai pelayanan pengujian

kendaraan, dan laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Gorontalo atau

data-data yang menunjang penelitian ini. Data tersebut kemudian

dikumpulkan dan dipelajari untuk menjadi acuan dalam pengumpulan data

berikutnya.

3.4 Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data meruapakan langkah paling utama dalam penelitian

karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data2. Peneliti

menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Teknik Interview/Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan pertemuan antar dua orang yang

saling bebrgai informasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data

primer. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara tanya

jawab dengan beberapa informan seperti pegawai Dinas Perhubungan,

masyarakat atau pengguna jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di

dinas Kota Gorontalo, serta pihak-pihak yang relevan dengan

penelitian.Adapun instrumen pengumpulan data peneliti menggunakan

instrumen wawancara sebagai pedoman. Dari wawancara tersebut peneliti

mendapatkan infromasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kota



Gorontalo secara terstruktur maupun tidak terstruktur sesuai dengan fokus

penelitian ini.

2. Teknik Observasi

Nasution dalam bukunya Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah

dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi adalah cara pengambilan data

dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu indera penglihatan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi lokasi di tempat

berlangsungnya pelayanan di Dinas Perhubungan kota Gorontalo. Adapun

hasil observasi ini sangat membantu dalam proses penelitian ini karena

penulis dapat mengetahui mengenai proses pelayanan tersebut. Hal tersebut

menambah gambaran penulis mengenai analisis kinerja Dinas Perhubungan

kota gorontalo. Peneliti juga melakukan observasi di terminal, dimana

terminal tersebut terdapat beberapa kendaraan bermotor jenis angkutan

barang.Peneliti melakukan observasi pada kendaraan tersebut dengan

melihat tanda samping dari kendaraan, apakah kendaraan tersebut sudah

melakukan pengujian atau kendaraan telah melampaui batas pengujian

berkala.

3. Teknik Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih

kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi yang memadai.

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulakan

dokume berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, dan



hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitiananalisis kinerja Dinas

Perhubungan.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Data yang dikumpulkan

kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami lalu kemudia dilakukan

analisis data.

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini

mengikuti model Miles dan Huberman teknik yang dilakukan dengan cara (1)

reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), (2) paparan/sajian data (data

display), dan (3) penarikan kesimpulan3. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk

skema gambar:

1) Reduksi data adalah proses pemilihan data dengan cara menyederhanakan

data. Ibaratnya data awal yang dikumpulkan masih bersifat mentah/data

kasar yang berasal dari catatan-catatan kecil peneliti. Dengan adanya reduksi

data maka dapat dibuat ringkasan mengenai data sebelumnya.

2) Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks

menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.



3) Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam

menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data

atau setelah pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. DeskripsiGambaran Umum Dinas Perhubungan KotaGorontalo

Kantor Dinas Perhubungan/Dishub Daerah Kota Gorontalo adalah bagian

dari mitra pemerintah dalam mewujudkan otonomi daerah. Dishub Kota Gorontalo

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi

daerah Kota Gorontalo.

Dishub Kota Gorontalo memiliki visi agar terwujudnya sistem jasa

perhubungan informasi dan komunikasi yang baik dan teratur. Hal-hal yang menjadi

tugas Dishub yakni merumuskan kebijakan menegnai perhubungan dalam wilayah

kerjanya, kebijakan teknis perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk

perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.

Karena fungsinya yang strategis bidang perhubungan.

Jenjang karir pegawai Dishub juga bisa dikuti melalui sekolah-sekolah binaan

bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya

Aturan dan informasi yang bisa dikeluarkan Dishub misalnya

1. Pengaturan transportasi di musim-musim padat seperti mudik hari raya

2. Program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara

3. Pengurusan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti

urus izin usaha angkutan izin angkutan penumpang umum, izin angkutan



barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan

Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi

Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin

Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam

Provinsi (AKDP) dan lainnya.

4.1.2. Visi Misi Dinas Perhubungan KotaGorontalo

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo memiliki Visi Misi untuk mewujudkan

sistem jasa perhubungan, informasi dan komunikasi kota Gorontalo baik darat, laut

dan pos telekomunikasi untuk pertumbuhan perekonomian dan pemerataan hasil-hasil

pembangunan sebagai kota teluk di kawasan Utara Sulawesi.

4.2. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui analisis kinerja pegawai didinas perhubungan kota

gorontalo, maka dilihat dari fokus penelitian berdasarkan teori Levine et.al dalam

(Nasucha, 2004:25). Adapun indikator pengukuran kinerja antara lain :

1. Produktivitas

Produktivitas secara sederhana berarti sesuatu yang dihasilkan. Lebih rinci

produktivitas merupakan ukuran dari hasil yang dicapai dalam hal ini pelayanan

publik. Dua aspek penting sebagai ukuran dari produktivitas yakni efisien dan

efektivitas. Kedua hal ini menjadi faktor penting dalam mempengaruhi proses

kemajuan dan kemunduran suatu organisasi, artinya meningkatkan produktivitas



berarti meningkatkan kesejahteraan dan mutu. keberhasilan kinerja

individu/organisasi atau perusahaan terletak pada produktivitasnya. Jika

produktivitastinggi atau bertambah, maka suatu organisasi atau perusahaan tersebut

bisa dikatakan berhasil sebaliknya jika produktivitass lebih rendah dari standar atau

menurunbisa dinyatakan tidak atau kurang berhasil (Wibowo, 2007: 109).

Oleh sebab itu diperlukan standar produktivitas di instansi atau organisasi

yang bertujuan untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah dicapai dan

merupakan dasar dari perencanaan bagi peningkatan produktivitas di masa datang.

Produktivitas yang ada di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dapat dilihat dari

efektif dan efesiennya dalam kinerja pegawai

a. Efisien

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan

benar. Pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input

pelayanan, seperti biaya, waktu pelayanan, dan sumber-sumber daya yang

meringankan masyarakat pengguna jasa pelayanan. Untuk mengetahui kinerja Dinas

Perhubungan Kota Gorontalo dari segi efisiensi maka dapat dilihat pada waktu

pelayanan pengujian dan besaran biaya yang di keluarkan terhadap kegiatan maupun

program yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan. Dalam segi waktu pelayanan

pengujian, menurut wawancara dari Bapak berinisial H selaku staf penguji kendaraan

bermotor di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo mengatakan:



Untuk waktu pelayanan kami biasanya menyelesaikan selama 20 menit dari
permohonan sampai selesai dikarenakan alat-alat yang hanya beberapa yang
berfungsi jadi pelayanannya cepat selesai ”(wawancara 04 Mei 2021).

Senada oleh Bapak berinisial F selaku Bendahara PKB di Dinas Perhubungan

Kota gorontalo, mengatakan:

“kalau alat ujinya lengkap kurang lebih 1 jam berlangsung pengujian, tapi sekarang
hanya memakan waktu sekitar 20 menit, tergantung dari kendaraannya karena
pegawai di sini sudah ahli jadi alat yang dipakai itu yang paling penting
saja.”(wawancara 04 mei 2021).

Dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor hanya menggunakan

waktu sekitar 20 menit mulai dari permohonan pengujian sampai dengan pemberian

tanda samping. Hal tersebut terbilang cepat tetapi target dari pelayanan pengujian

belum maksimal dikarenakan pemeriksaan kendaraan tidak menyeluruh sesuai

dengan alat pengujian yang masih berfungsi.Sebelumnya, Dinas Perhubungan

merupakan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan di lakukan

peleburan pada tahun 2016 dan sekarang menjadi Dinas Perhubungan. Sebelum

melakukan peleburan, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi telah

melaksanakan sejumlah program dan kegiatan.

b. Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan ketepatan sasaran. Efektifitas kinerja di Dinas

Perhubungan Kota Gorontalo dapat dilihat dari kegiatan Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB), penggunaan alat-alat yang disediakan apakah alat-alat tersebut



sudah digunakan dengan semestinya.Berdasarkan hasil wawancara dengan staf

penguji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan yang berinisial H, mengatakan:

“Sebenarnya alat-alat PKB di sini sudah lengkap, Tapi ada beberapa yang sudah
rusak, jadi dugunakan yang ada dan paling penting alat-alat utamanya yang tidak
rusak.Kalau alat utamanya itu seperti suspensi, uji emisi gas buang, uji rem dan uji
lampu. Tapi semoga tahun ini sudah lengkap alat ujinya” ”(wawancara 04 Mei 2021).

Lebih lanjut di per jelas oleh Bapak berinisial F selaku pegawai PKB di Dinas

Perhubungan KotaGorontalo, mengatakan:

“kalau masalah alat-alatnya sudah lengkap dan ada yang tidak berfungsi. Tapi tahun
ini akan ada pengadaan barang sisa dananya yang di tunggu” ”(wawancara 04 mei
2021)”

Berdasarkan uraian pernyataan wawancara dengan beberapa narasumber dapat

diketahui bahwa alat-alat pengujian di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo sudah

lengkap dan alat-alat yang tersedia dapat digunakan sesuai fungsinya. Namun hal

tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan beberapa alat

pengujian yang rusak dan hanya menggunakan alat-alat yang masih berfungsi. Hal

tersebut juga berdampak pada waktu yang digunakan dalam pengujian kendaraan

bermotor.Semakin sedikit alat yang digunakan, maka semakin cepat waktu

pengujian.Akan tetapi belum tentu berdampak baik pada pengguna jasa pelayanan,

karena hanya bagian tertentu pada kendaraan yang diperiksa sesuai dengan tipe alat

yang masih berfungsi.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam mencapai sasaran kerja Dinas

Perhubungan Kota Gorontalo dalam jumlah angkutan darat yang memenuhi



keselamatan jalan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

pengujian kendaraan, dan sumber daya manusia yang terbatas serta ada beberapa

pengemudi kendaraan yang mengikuti uji berkala di daerah lain. Berdasarkan hasil

wawancara dari beberapa informan diatas dapat di simpulkan bahwa efektivitas

kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo

belum optimal.Tujuan awalnya untuk memeriksa dan menguji seluruh bagian

kendaraan sesuai tipe alat uji tidak dilakukan secara menyeluruh dikarenakan

pengujian yang dilakukan hanya dengan menggunakan beberapa alat yang masih

berfungsi. Salah satu yang menjadi kekurangan dari Dinas Perhubungan karena

kurangnya kesadaran pegawai akan pemeliharaan dan perawatan alat pengujian yang

berdampak dengan kerusakan beberapa alat pengujian. Hasil dari evaluasi kinerja di

suatu instansi merupakan nilai untuk suatu kelompok kerja. Maka dari itu instansi

dapat mengetahui produktivitas unit organisasi yang menjadi tanggung jawabnya

yang dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan produktivitas instansi

dan memberikan perbaikan yang menuju pada peningkatan produktivitas di masa

yang akan datang

Pada Indikator produktivitas yang menyangkut seberapa besar pelayanan

publik menghasilkan yang di harapkan dari segi efisien dan efektivitas, dimana

kinerja Dinas Perhubungan dalam PKB di tinjau darisegi efisien yaitu waktu yang

cukup cepat tetapi pengujian tidak maksimal karena hanya bagian tertentu dari

kendaraan di periksa, sedangkan besaran biaya terhadap setiap kegiatan dan program

di Dinas Perhubungan mencapai 95% anggaran yang digunakan dan beberapa



kegiatan berjalan dengan baik. Dari segi efektivitas belum optimal karena Dinas

Perhubungan kurang memelihara alat–alat uji serta pengujian dilakukan dengan

menggunakan beberapa alat-alat yang masih berfungsi.Maka dari itu, produktivitas

kinerja Dinas Perhubungan masih rendah. Harapan dari tujuan dilaksanakannya

pengujian belum dapat tercapai maksimal

2. Kualitas layanan

Dalam melihat kualitas layanan, masyarakat menjadi tolak ukur sebagai

pengguna jasa.Kepuasan merupakan hak yang mutlak dirasakan oleh masyarakat.

Karena kualitas pelayanan akan mempengaruhi kinerja aparat birokrasi pelayanan

publik. Kualitas layanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan KotaGorontalo

dalam memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat

dari penyampaian informasi mengenai PKB ke masyarakat dan kualitas sumber daya

manusia di Dinas Perhubungan.

a. Informasi ke Publik

Dalam kehidupan sehari-hari, informasi merupakan hal yang sangat

penting.Informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki arti atau manfaat bagi

penerima.Pentingnya sebuah informasi dapat menunjukkan berbagai hal yang

diperlukan untuk menjalani suatutugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah

suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Pemberian informasi oleh Dinas

Perhubungan KotaGorontalo mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

menunjukkan proses penyampaian tentang pentingnya dilakukan pengujian serta

prosedur pengujian. Menginformasikan tersebut dilakukan dengan media yang telah



ditetapkan dan direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Berdasarkan

wawancara oleh Bapak berinisial B selaku Staf Bagian Transportasi Darat,

mengatakan:

“Untuk penyampaian informasi ke masyarakat kami biasanya melakukan Door To
Door (DTD), kegiatan sosialisasi, dan kerja sama lalu lintas” ”(wawancara 04 Mei
2021)

Menurut Bapak berinisial F selaku Bendahara PKB di Dinas Perhubungan

Kota Gorontalo, mengatakan:

“Menginformasikan ke masyarakat harus melalui Kantor induk, selanjutnya
mereka yang akan mengarahkan kita. Salah satu bentuk menginformasikan yang kami
lakukan yaitu melalui media sosial dan sosialisasi” ”(wawancara 04 Mei 2021) .

Senada dengan Bapak Berinisial M selaku kepala Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo, mengatakan:

“Kami memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan
sosialisasi di tempat keramaian seperti pasar di Bantu dengan Tim patroli dan PKB,
operasi di jalan, dan memanfaatkan sosial media”(wawancara 10 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menginformasikan mengenai pengujian

kendaraan bermotor melalui sosialisasi di jalan.Dinas Perhubungan melakukan

sosialisasi di jalan guna untuk menyampaikan pentingnya PKB yaitu untuk menjaga

keselamatankeamanan, dan kenyamanan pengemudi, serta keselamatan pengguna

jalan lainnya.Dinas Perhubungan Kota Gorontalo juga memberikan informasi ke

masyarakat dengan menggunakan internet.Melalui penggunaan internet maka

menginformasikan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilakukan



dengan cepat, jelas dan lebih luas jangkauannya. Ada juga hasil wawancara dari

masyarakat yaitu Bapak berinisial A, mengatakan:

“tidak pernahkah bawa itu mobil untuk pengujian kendaraan Tapi saya bilang
ada pengujian untuk mobil begini (truk)” ”(wawancara 05 Mei 2021).

Diperjelas lagi oleh bapak berinisial B selaku masyarakat, mengatakan:
“Saya mengetahui mengenai ada pengujian kendaraan Tapi saya biasanya

memeriksa sendiri mobilku. Kalau ada yang bermasalah saya bawa langsung ke
bengkel” ”(wawancara 05 Mei 2021).

Menurut Bapak berinisial H sebagai staf penguji kendaraan bermotor di

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, mengatakan:

“kalau masalah informasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi
di jalan, sepenuhnya belum berjalan efektif. Tapi kami terus berupaya agar
masyarakat tau mengenai penting uji kendaraan” ”(wawancara 04 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masih ada masyarakat yang

mempunyai kendaraan belum mendapatkan informasi dari Dinas Perhubungan

mengenai Pengujian Kendaraan BermotorSalah satu yang menjadi hambatan oleh

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo karena masih kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap aturan mengenai pentingnya pengujian bermotor yang mestinya wajib

dilaksanakan. Jadi penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara beberapa

informan bahwa pemberian informasi mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKB) Dinas Perhubungan sudah cukup baik.Namun, Dinas Perhubungan masih

mempunyai kendala yaitu menginformasikan melalui media sosial tidak sepenuhnya

berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan masih banyak masyarakat Kota



Gorontalo masih belum dapat mengakses internet serta rendahnya kesadaran

masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor.

b. Kualitas SDM

Kualitas SDM menjadi urgent dalam keberlangsungan suatu organisasi. SDM

yang dibutuhkan adalah memiliki kecakapan pengetahuan

keahliankemandirianpenguasaankedisiplinan dan profesionalisme yang tinggi

sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang

memuaskan.

Bentuk pelayanan yang memuaskan bukan yang tampa keluhan tetapi dapat

meminimalisir keluhan yang datang dari masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, layanan

publik dalam memberikan pelayanan dituntut tepat, cepat, mudah dan lancar sehingga

menjadi syarat penilaian bagi yang dilayani dalam memperlihatkanaktualisasi kerja

pegawai dalam memahami lingkup dan uraian kerja yang menjadi perhatian fokus

dari setiap pegawai dalam memberikan pelayananMenurut Bapak berinisial F selaku

Bendahara PKB di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, mengatakan:

“Semua pegawai yang ada di Dinas Perhubungan sudah mampu menjalankan
tugasnya masing-masing.Kalau di Kantor PKB itu terbagi atas dua yaitu pegawai
bagian administrasi dan staf penguji itu sendiri. Mengenai staf penguji itu setelah
perekrutan kita adakan pelatihan agar mereka mampu mengoperasionalkan alat
pengujiannya”(wawancara 04 Mei 2021).

Demikian halnya dengan pendapat Bapak Berinisial M selaku Kepala Dinas

Perhubungan Kota Gorontalo, mengatakan:



“Semua pegawai di Dinas Perhubungan sudah mampu menjalankan tugasnya.
Untuk staf penguji kendaraan bermotor kami mengikutsertakan mereka dik lat atau
pendidikan di Jawa”(wawancara 10 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, para pegawai di Dinas perhubungan Kota

Gorontalo sudah dapat melaksanakan tugas dan perannya masing-masing sehingga

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut Bapak Berinisial L selaku

masyarakat pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, mengatakan:

“Kalau pegawai di sana itu sudah cukup bagus, cuman mereka banyak yang
terlambat. Saya datang untuk permohonan pengujian jam 1 Tapi masih ada beberapa
pegawai yang masih belum ada di Kantor”(wawancara 11 Mei 2021).

Hal tersebut juga disampaikan oleh siswa berinisial A merupakan siswa

magang di Dinas Perhubungan Kota gorontalo, mengatakan:

“Pegawai Dinas Perhubungan banyak yang datang terlambat setelah jam
istirahat. Jam kerja sebenarnya jam 1 siang tapi banyak yang datang sekitar jam
setengah dua atau jam dua”(wawancara 10 mei 2021).

Berdasarkan dari wawancara di atas bahwa masih ada dari beberapa pegawai di

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo yang terlambat masuk ke kantor hal tersebut

menunjukkan bahwa beberapa pegawai tidak mematuhi peraturan jam kerja yang

telah di tetapkan. Kurangnya kedisiplinan pegawai akan mengakibatkan beban kerja

terhadap pegawai tersebut dapat terlambat ataupun tidak terselesaikan.

Pegawai yang baik adalah yang dasar dan mampu menjalankan tugas serta

tanggung jawabnya secara penuh. Menjunjung tinggi integrita salam bekerja, patuh

aturan. Pada dasarnya kinerja organisasi menjadi tanggung jawab setiap individu

yang bekerja dalam organisasi, meskipun bekerja bersama-sama tetapi ada tugas-

tugas tertentu yang membutuhkan tanggung jawab diri sendiri untuk menyelesaikan,



sehingga dapat dikatakan kinerja organisasi merupakan cerminan dari kinerja

individudimana kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi dan lain-lain. Menurut Bapak

berinisial F selaku Bendahara PKB di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo,

mengatakan:

“Jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran atau kesalahan saat bekerja
maka kami berikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang
dilakukan”(wawancara 04 mei 2021).

Menurut Bapak berinisial M selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo mengatakan:

“Pegawai Dinas Perhubungan yang melanggar tupoksinya, kami akan
memberikan sanksi berdasarkan peraturankedisiplinan pegawai yang menjadi acuan”
(wawancara 10 Mei 2021).

Adapun tingkat hukuman disiplin pegawai dalam Pasal 6 UU No.43 Tahun

1999 terdiri dari:

a. Disiplin ringan diberikan untuk kesalahan-kesalahan kecil yang masih bisa

ditolerir yang dilakukan bukan karena kelalalian, Disiplin yang dapat diberikan

berupa teguran lisan, teguran tertulis pernyataan tidak puas secara tertulis

b. Disiplin sedang diberikan untuk kesalahan-kesalahn yang cukup memberikan

dampak bagi kinerja organisasi. Disiplin yang diberikan misalnya, penundaan

kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama

1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

c. Disiplin berat diberikan untuk kelalaian yang dilakukan pegawai/karyawan,

mislanya dengan; penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,



pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan

dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSMenurut Bapak

berinisial A selaku pegawai Dinas Perhubungan bagian Pengujian Kendaraan

Bermotor, mengatakan:

“Pegawai yang melanggar kita kasih teguran atau sanksi sesuai pelanggarannya,
Kalau di sini pelanggaran yangpaling sering itu lalai dalam tugas dan biasanya
ada yang tidak masuk Kantor.”(Wawancara 15 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pegawai sudah cukup

mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.Apa saja yang dikerjakan Dinas

Perhubungan dalam rangka pelayanan pada masyarakat merupakan suatu kewajiban

yang harus dilaksanakan. Namun tidak di pungkiri bahwa terkadang tidak semua

peraturan ditaati oleh pegawai.Kadang masih ada beberapa pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat

disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo bagian Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dalam segi pengetahuan,

keahlian dan profesionalisme sudah cukup baik karena mampu menjalankan tugas

dan fungsinya salah satunya yaitu kewajibannya sebagai aparat pemberi layanan

kepada masyarakat. Akan tetapi masih ada beberapa masalah yang terjadi, dimana

ada beberapa oknum pegawai yang bekerja tidak maksimal atau masih bermalas-

malasan sehingga dapat memperlambat kinerja merekaKualitas layanan merupakan

ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang di berikan yaitu

masyarakat merasa puas atau tidak puas. Untuk itu Dinas Perhubungan berupaya



untuk meningkatkan kinerja pelayanan dari segi pemberian informasi dan kualitas

sumber daya dalam Pengujian Kendaraan Bermotor.Pemberian informasi ke

masyarakat mengenai PKB sudah cukup baik dengan melalui sosialisasi DTD (Door

To Door), razia serta melaluisosial media.Sedangkan sumber daya manusia di Dinas

Perhubungan khususnya pegawai bagian PKB masih terbatas.Akan tetapi pegawai

atau penguji kendaraan sudah mampu menjalankan tugas pokok masing-masing dan

diberikan pelatihan khusus.Namun, masih terdapat oknum pegawai yang masih

kurang disiplin.Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan mengenai Pengujian

Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo sudah cukup baik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan

program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat.Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam

menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.Salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo yaitu dengan adanya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).Adapun

tujuan adanya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu memberikan jaminan

keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan,

melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan



penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada

masyarakat.

Kegiatan tersebut dirumuskan dengan tujuan dan sasaran yang jelas, yakni

untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu, Dinas Perhubungan harus dapat

memberikan pelayanan mengenai Pengujian Kendaran Bermotor (PKB) dengan adil

dan transparan sesuai apa yang diharapkan dari masyarakat pengguna jasa.

Pelayan publik disumpah untuk mengedepankan kepentingan publik di atas

kepentingan pribadi. Menurut Bapak berinisial A selaku pegawai PKB di Dinas

Perhubungan Kota Gorontalo, mengatakan:

“Kami semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan baik. Ketika masyarakat datang kami secepat mungkin merespon dengan
menanyakan apa yang mereka inginkan. Dan jika kami tidak bisa melakukan sesuai
dari harapan masyarakat ya itu adalah keterbatasan kami.Tapi jika terkait dengan
pengujian kami akan memberikan pelayanan yang prima” (wawancara 15 Mei 2021).

Senada Ibu berinisial N selaku staf administrasi PKB, mengatakan:

“Biasanya kalau masyarakat datang ke Kantor, pegawai di sini langsung
menanyakan keperluannya, dan kami langsung layani sesuai apa yang dibutuhkan
dari orang tersebut” (wawancara 15 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa responsivitas atau kemampuan

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dalam mengenali kebutuhan masyarakat yang

datang ke Kantor Dinas Perhubungan sudah cukup baik.Ini terlihat dari kepekaan

pegawai Dinas Perhubungan kepada masyarakat yang datang dengan menanyakan

keperluannya dan melayani dengan baik sehingga terlihat bahwa Dinas Perhubungan

Kota Gorontalo sudah cukup responsif di dalam mengenali kebutuhan masyarakat.



Menurut Bapak berinisial B selaku masyarakat pengguna jasa Pengujian Kendaraan

Bermotor, mengatakan:

“Iya pegawai di sana baik-baik , rama juga. Waktu datang kesana di Tanya
sama di ajak terus bicara sampai selesai di uji itu mobil” (wawancara 16 Mei 2021).

Menurut Bapak berinisial MA yang merupakan masyarakat pengguna jasa

PKB, mengatakan:

“Pegawainya sigap dalam melayani. Buktinya mereka langsung menanyakan
keperluan waktu datang ke sana. Itu memang kewajibannya.Dan cepat selesai
pengujian mobilnya.Selesainya saya Bayar 30.000” (wawancara 17 Mei 2021).

Menurut Bapak berinisial L yang merupakan masyarakat pengguna jasa PKB,

mengatakan:

“Baru satu kali ke sana.Respon pegawai yang di terminal sudah bagus, di
layani sampai selesai pengujian.Sopan juga, Tapi ada yang datang terlambat sempat
ada dia urus di luar” (wawancara 17 Mei 2021).

Daya tanggap dari birokrasi publik berupa caramenanggapi apa yang menjadi

keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat. Pemberi layanan dituntut cepat

memahami apa yang menjadi tuntutan publikdan berusaha untukmemenuhinya serta

mengutamakan prosedur yang telah di tetapkan. Dengan demikian birokrasi publik

dapat dikatakan baik apabila mereka dinilai memiliki responsif (daya tanggap) yang

tinggi terhadap tuntutan, masalah, keluhan serta aspirasi masyarakat.

Kualitas pelayanan jasa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat dalam

layanan tersebut. untuk mengukur kepuasaan masyarakat sulit untuk didefinisikan.

Karena tingkat kepuasan masyarakat berbeda satu dengan lainnya. Respon

masyarakat terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan atas harapan dari hasil akhir



kinerja pelayanan yang diberikan itulah kepuasan masyarakat. Ada juga hasil

wawancara dengan Bapak berinsial Bu selaku masyarakat yang membantu pegawai

dalam pemeriksaan kendaraan, mengatakan:

“saya bukan pegawai tetap disni, tapi saya sudah lama di sini bantu pegawai
periksa dan perbaiki mobil yang datang pegujian. Iya menurut ku pegawai di sini
sopan semu, rama kalau ada masyarakat datang periksa mobilnya di suruh saja
menunggu di dalam Kantorkarena kalau di sini (tempat pengujian kendaraan) tidak
ada kursi” (wawancara 19 Mei 2021).

Untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat maka aparat birokrasi

harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien,

sederhana, transparan, terbuka, dan bebas dari nepotisme.Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo sebagai aparat yang bertugas memberikan pelayanan harus dapat

memaksimalkan dalam hal memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada

masyarakat dengan tanggap dalam menanggapi setiap keluhan dan kebutuhan

masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Berinsial R selaku pengawas

PKB di Dinas Perhubungan, mengatakan:

“Keluhan yang biasa masyarakat berikan kepada kami seperti surat-surat yang
lama selesai. Sebenarnya Surat yang lama di proses karena pemilik kendaraan yang
terkena razia atau tilang. Setelah kendaraannya tiba di sini untuk diuji Tapi pemilik
kendaraan lama untuk mengambilnya padahal kami memproses surat-surat tersebut
jika pemilik kendaraan ada di tempat pengujian” (wawancara 22 Mei 2021).

Menurut Bapak berinisial F selaku pegawai PKB di Dinas Perhubungan,

mengatakan:

“Beberapa keluhan yang masyarakat berikan kepada kami yang pertama
mengenai adanya perbedaan pelayanan di tempat lain. Misalnya mereka uji liak jalan
pertama di Kantor ini setelah itu uji berkala di tempat lain sehingga mereka
mengeluhkan perbedaan pelayanan antara kami dengan tempat yang lain. Kedua itu



adanya beberapa alat pengujian yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir
adanya keterlambatan penyelesaian pengujian yang terjadi akibat terkena operasi di
jalan” ( wawancara 22 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat keluhan dari masyarakat untuk

pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Kota Gorontalo.Adanya keluhan

maupun masukan dari masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan

kebijakan atau program selanjutnya yang lebih baik dan dapat membantu Dinas

Perhubungan untuk lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.Maka

dari itu, Dinas Perhubungan harus lebih tanggap dan berupaya untuk menanggapi

keluhan dari masyarakat tersebut.

Menurut Bapak berinisial H selaku staf PKB di Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo, mengatakan; “untuk keterlambatan surat-surat kami memanggil pihak

yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan dan menyampaikan apa saja yang

akan di lengkapi.Kami juga biasanya mendatangi langsung rumah pemilik kendaraan

tersebut. Ada juga pendapat dari Bapak berinisla F selaku pegawai PKB di Dinas

Perhubungan, mengatakan:

“Menanggapi keluhan tersebut kami sebisa mungkin untuk menghimbau
pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian di tempat PKB.Karena apabila terkena
tilang maka alur pelayanan Akan berbeda, lebih cepat selesai jika pemilik kendaraan
langsung datang ke tempat ini. Dan kami akan berupaya untuk memperbaiki
pelayanan yang kami berikan. Salah satunya itu kami memberikan kuesioner
mengenai indeks kepuasan terhadap pelayanan yang kami berikan. Untuk hasil tahun
lalu itu sebesar 85% artinya rata-rata masyarakat sudah puas terhadap pelayanan yang
kami berikan” (wawancara 22 Mei 2021)

Menurut bapak Berinisial E selaku Sekretaris Dinas

PerhubunganKotaGorontalo, bahwa:



“Pertama, setiap tahunnya kami akan memperbaiki layanan secara paripurna
dengan memangkas calo yang menghubungkan pemilik kendaraan dengan penguji
sehingga pemilik kendaraan bisa langsung ke tempat pengujian.Kedua, mekanisme
atau alur pelayanan di PKB semakin di perepat atau kami pangkas alur pelayanannya.
Dan terakhir kami akan meningkatkan sarana prasarana sehingga masyarakat yang
datang untuk pengujian merasa nyaman” (wawancara 23 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dinas Perhubungan Kota

Gorontalo telah berupaya menanggapi keluhan yang di berikan oleh masyarakat.

Keluhan tersebut berdampak pada perbaikan kinerja Dinas Perhubungan dalam

memberikan pelayanan Pengujian Kendaraan BermotorJadi, responsivitas yang

menyangkut ukuran kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program- program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarkat. Adapun program

Dinas Perhubungan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat yaitu Pengujian

Kendaraan Bermotor. Pada indikator ini daya tanggap, kepekaan dan respon Dinas

Perhubungan sudah baik.Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan bahwa

pegawai Dinas Perhubungan mampu memberikan pelayanan yang baik dengan

langsung merespon setiap masyarakat yang datang ke Kantor dengan baik, sopan,

cepat dan bermasyarakat.Selain itu, Dinas Perhubungan juga telah berupaya

menanggapi setiap keluhan yang di berikan oleh masyarakat.

4.3 Pembahasan

Suatu organisasi yang ingin maju atau berkembang, tentunya dituntut untuk

memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang

kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh organisasi.



Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan

kinerja.Kinerja pegawai sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan pada suatu

organisasi. Kinerja pegawai yang bagus akan mengikuti hasil baik pada

perkembangan pelayanan organisasi, terutama organisasi publik. Sebaliknya, kinerja

pegawai buruk juga akan berdampak negatif pada pelayanan organisasi tersebut.

Hasil dari kinerja pegawai ini bisa dinilai dari aspek produktivitas, kualitas

layanan, dan responsivitas di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.Ketiga aspek

ini harus selaras dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi produktivitas masih belum

maksimal, karena belum efektif dan efisiennya pekerjaan pegawai yang terlihat dari

masih kurangnya pemeliharaan alat-alat pengujian dan masih adanya oknum pegawai

yang membiarkan masyarakat tidak mengikuti prosedur pengujian yang telah di

tetapkan dan kedisiplinan pegawai yang masih rendah.Ini menunjukkan bahwa bahwa

sebagian pegawai belum memanfaatkan kerja secara maksimal yang ditetapakn

organsiasi.Ini tentunya harus menjadi perhatian pihak pimpinan di Dinas

Perhubungan Kota Gorontalo.Rendahnya produktivitas kerja pegawai dalam

organisasi merupakan masalah yang penting untuk dicarikan solusinya.Hasil

penelitian sesui dengan pendapat Kamuli (2012), bahwa produktivitas kerja selalu

diarahkan pada bagaimana melakukan atau memanfaatkan sesuatu agar

mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi.Dikatakan efesien apabila yang

dilakukan memperhatikan aspek biaya, sarana prasarana, sumber daya (manusia dan



material), dan waktu sehemat mungkin, sedangkan sesuatu dikatakan efektif bila

pemanfaatan berbagai aspek tersebut benar-benar tepat sasaran dan tujuan yang

diinginkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari aspek kualitas layanan yang

dilihat dari segi kualitas layanandilihat dari pemberian informasi mengenai pengujian

kendaraanpengetahuan dan keahlian pegawai pengujian pegawai yang tanggap dalam

melayani masyarakat yang datang ke Kantor PKB dan pelaporan pertanggungjawaban

Dinas Perhubungan yang rutin dilakukan secara berkala.Dari aspek ini, dapat

dikatakan sudah cukup baik, namun masih kurang dari kegiatan untuk

mensosialisasikan terkait persyaratan pengujian kendaraan.Dalam organisai

pemerintah pelayanan yang baik tercermin dari setiap efektivitas dan efesiensi

kegiatan yang dilakukan. Semakin cepat dan akurat pelayanan yang diberikan maka

kualitas pelayanan akan semakin baik. Semakin baik pelayanan yang diberikan akan

mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat sehingga pelayanan

tersebut akan dinilai semakin bermutu. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono

(2014) bahwa kualitas pelayanan berfokus pada upaya memenuhan kebutuhan dan

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan

konsumen, dan Wyok yang dikutip oleh (Tjiptono, 2014) yang mengatakan bahwa

kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian

atas keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Layanan PKB

bertujuan untuk mengecek kelayakan jalan kendaraan setiap 6 bulan sekali.Layanan



ini sangat penting terutama untuk pengujian kelaikan kendaraan yang setiap harinya

beroperasi.Layanan PKB memberikan kepastian kepada pengguna kendaraan

bermotor bahwa kendaraannya telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan,

tidak menyebabkan polusi udara, dan aman untuk dioperasikan di jalan(Pratama,

2015).

Kemudian hasil penelitian dari aspek responsivitassecara umum sudah cukup

baik.Sebagian pegawai di Dinas Perhubungan Kota Gorontaloselalu responsif

terhadap pengeluhan dan aspirasi masyarakat.Responsivitas menyangkut apakah

antara pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sudah sesuai dengan

peraturan yang sudah ada di Dinas Perhubungan.Hasil yang didapatkan yaitu

pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di balai pengujian kendaraan sudah baik

dikarenakan aparatur di balai pengujian kendaraan bermotor sangat tanggap dalam

melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan

bermotor.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pegawai di Dinas Perhubungan

Kota Gorontalo sudah dapat mengenai kebutuhan masyarakat. Hal I

sesuai dengan pendapatRatminto & Atik Septi Winarsih (2012: 180-181 ) yang

mengatakan bahwaresponsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya



tanggap 17 17 provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan

customers.

Dalam pelaksanaannya PKB, sebagai unit dinas yang bertanggung jawab

terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara berkala harus mampu

menangani berbagai keluhan dan tuntutan dari para wajib uji, mungkin salah satu-

satunya dari mekanisme pelayanan pengujian itu sendiri. Sedangkan untuk lamanya

waktu untuk pengujian telah diatur dalam peraturan tentang pelayanan pengujian

kendaraan bermotor, dijelaskan bahwa setiap kendaraan mebutuhkan waktu uji

selama 80 menit.Khusus untuk lamanya waktu pengujian ini, salah seorang petugas

kir menjelaskan bahwa untuk kendaraan yang baru pertama kali uji dengan kendaraan

yang sudah pernah diujikan membutuhkan waktu pelayanan yang berbeda.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan uraian dari hasil penelitian mengenai kinerja Dinas

Perhubungan KotaGorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kota

Gorontalo dilihat dari 3 aspek, yaitu ; Produktivitas ,Dari segi produktivitas masih

belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemeliharaan alat-alat

pengujian sehingga mengakibatkan alat-alat pengujian beberapa yang rusak serta

pengujian kendaraan yang dilakukan tidak menyeluruh, masih adanya juga oknum

pegawai yang membiarkan masyarakat tidak mengikuti prosedur pengujian yang telah

di tetapkan dan kedisiplinan pegawai yang masih rendah.Kualitas Layanan,Segi

kualitas layanandilihat dari pemberian informasi mengenai pengujian

kendaraanpengetahuan dan keahlian pegawai pengujian pegawai yang tanggap dalam

melayani masyarakat yang datang ke Kantor PKB dan pelaporan pertanggungjawaban

Dinas Perhubungan yang rutin dilakukan secara berkala.Responsivitassecara umum

sudah cukup baik. Pegawai di kantor Dishub selalu responsif terhadap pengeluhan

dan aspirasi masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa

saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar kinerja Dinas Perhubungan

KotaGorontalo dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Dinas Perhubungan



KotaGorontalo harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai PKB di

pelosok-pelosok kelurahan, jangan hanya di tempat keramaian. Diharapkan pegawai

Dinas Perhubungan KotaGorontalo dapat meningkatkan kesadaran diri Akan

pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah tersedia.
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